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~ Massa Minta Kadis
Dikpora Diganti

Buntut Penilaian DP3 dan
Pemotongan Gaji Guru

SIGI - Puluhan massa dari PGRI
Kabupaten Sigi bersama masyara-
kat yang menamakan diri Gasak
(gerakan masyarakat anti korup-
si), Laskar Indonesia Berdzikir, dan
Laskar Merapui, menggelaraksiun-
juk rasa Senin (18/3) di kantor Bu-
pati Sigi.

Massa berkumpul dan mengam-
bil start dari Gedung Ampera, Desa
Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi. Satu mobil open
cup berada di depan massa mem-
bawasoundsystem denganseorang
orator yang memimpin jalannya
aksi. Di depan mobil itu terdapat
spanduk yang bertuliskan “Stop

Mendzalimi Guru, Stop Meleceh-
kan Guru”. Sepanjang jalan menu-
ju Kantor Bupati, massa melaku-
kan orasi menyampaikan keingi-
nan agar pelaksanaan pemerin-
tahan selalu berjalan dengan ber-
sih dan transparan.

Koordinatorlapangan, Imam Sa-
faad dalam orasinya mengatakan,
bahwa tanggungjawab harus
ditegakan sesuai pada tempatnya.
Jikaseseorang melaksanakansuatu
wewenang, makawewenangituha-
rus berada pada koridornya bukan
atas kemauan pribadi.

Dalam pelaksanaan pemerintah-
an harus dijalankan dengan keadi-
lan. Seorang guru di‘Sigi, atasnama
Nius, mendapat perlakuan tidak
adil. Gaji tunjangannya dipotong,
sementaraguru-gurulaintidaksep-

erti itu. Penilaian DP3 yang diberi-
kankepadaNiusjugasangatrendah.
Selain itu, dia juga berkata tuntut-
an lainnya yakni masalah adminis-
trasi pembayaran tunjangan guru
yang tidak transparan, sampai saat
ini sertifikasi guru yang jumlahnya
Rp1 miliar belum juga dibayarkan.

Massa juga meminta kepada
Pemkab Sigi agar menurunkan Ke-
pala Dinas Pendidikan dan Olahra-
ga Kabupaten Sigi, Adi Dg Pawatta
MSi, dari jabatannya.

“Siapapun yang menjadi kepala
dinasharusbertindaksesuaidengan
asas Pancasila, bukan atas kemau-
anpribadi. Begitupun dalam mem-
berikan penilaiankepadaguru. Hak
wewenangsebuahjabatantidakbo-
leh disalahgunakan, jika telah ada
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Bupati Janji Akan Panggil
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MASSA ...
...Dari Hal 24

tupoksi khusus yang telah di-
bebankan kepada satu pihak
tersendiri. Penilaian DP3 seha-
rusnyadiberikanoleh Pltbukan
Kadis.Kedatangankamikemari
bukansertamertamaumelece-
hkan. Kami meminta kejelas-
an tentang tunjangan guru-gu-
ruyang dipotong. Dari bebera-
pa tunjangan guru yang dipo-
tongtersebutnilainyabeda-be-
da. Ada apa sebenarnya, kami
mau transparansi,” kataImam.

Bupati Sigi, Ir H Aswadin
Randalembah MSi, didamp-
ing Wabup Sigi Drs Livingstone
Sango dan beberapa SKPD di
Pemkab Sigi, menerima para
demonstransdihalamankantor
Bupati Sigi. Aswadin menden-
garkan langsung keluhan mas-
sa dalam unjuk rasa itu.

Kata Bupati, masalah sertifi-
kasi, bukan wewenang daerah.
Wewenanguntukmemberikan
dan mengeluarkan tunjangan
sertifikasi adaiah kewenangan

dari pusat. Daerah hanya me-
nindaklanjuti. “Proses ada di
pusat. Pemkab melalui Dinas
Pemuda dan Olahraga dan Di-
nas Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah telah meny-
urat beberapa kali menyang-
kut masalah sertifikasi yang
ada di Kabupaten Sigi. Ma-
salah yang kita temui adalah
Kementrian KeuangandanDik-
pora pusat tidak sejalan. Jum-
lah yang dibayar dan jumlah
yang dianggarkan belum begi-
tu konek tentang berapa yang
harus dibayarkan. Namun kita
tidak berhenti sampai disitu,
kami selalu menanyakannya.
bapak dan ibu bisa lihat surat-
surat yang kami buat untuk ke-
menterian,” kata Bupati.
Masalah gaji yang dipotong
lanjut Aswadin, kemungkinan
sajaguruyangbersangkutanse-
dang dalam masa cuti. Sehing-
ga gaji yang seharusnya diteri-
ma secara keseluruhan men-
jadi terpotong. “Jika seorang
guru tidak berdiri di depan ke-
las melaksanakan tugasnya,

makaotomatis gajinya tidak di-
hitung. Kewajibandanhakpas-
tiakankita tunaikan. Manakala
kewajiban bapak dan ibu guru
sudah dipenuhi, maka pemer-
intah wajib mengeluarkan hak
bapakdanibuguru.Iniyangha-
rus kita pahami bersama,” lan-
jut bupati.

Masalah penilaian DP3, Bu-
pati mengatakan sudah me-
minta kejelasan dari kepala di-
nas. Namun kadis mengatakan
kepada Bupatizagar yang ber-
sangkutan atas nama Nuim,
datang langsung menghadap-
nya. “Dalam penilaian DP3
kita mempunyai hak untuk
keberatan. Olehnya, saya me-
minta kepada yang bersang-
kutan agar datang mengha-
dap langsung. Tentunya den-
gan membawa bukti-bukti
bahwa penilaian yang diberi-
kan oleh kadis tidak sesuai. Di
samping itu, kami akan men-
gundang secara khusus ke-
pala dinas pendidikan untuk
membicarakan masalah ini,”
tandas Bupati.(ai)




